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Bahwa dalam rangka ntengoptimalkan pengeloiaan
Pqjak parkir sehingga dapat rneningkatkan
pendapatan asli daerah yaqg telah ditetapkan daLam
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Tirnr.rr Nomor 2
Tahun 2018 tentang P4iak Daerah, rnaka periu
diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak
Parkir;
bahwa berdasarkan pertiinbangan sebagaimanaa
d,imaksud dalam hurr.rf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Barito Timur tentang Fetunjuk
Pelaksanaan Peryungutan Pajak Farkir.

Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Urnurn dan Tata Cara Perp4ja-kan
sebagainnarlaa telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
{.Indang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas {Jndang-Und"ang Non:.or 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Urnurm. dan Tata
Cara Perpajakan menS'adi Undang-Undang
(Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun 2009
Nornor 62, Tambahan l,ernbaran Negara Repubtrik
ind.onesia Nomor a953);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Fajak dengan Surat Paksa sebagairnanaa
telah diubah dengan {.Jndang-Undang Nomor 19

Tahun 2000 tentang Ferubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahr.ln 1.997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Faksa (Lembara.n Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 42,
Tambahan Lerrbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
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Undang-Undang Nomor 2B Tahun I"999 tentar.rg
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1g9g Nomor TS,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 385i);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OOZ tentang
Fembentukan Kabupaten Katingan, Kabr.lpaten
Seruyan, Kabupaten bukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gilnr-lng h4as, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di propinsi Kalirnantan
Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor L8, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor a1B0);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOZ tentang
Pengadilan Pajak (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AAZ Norrror 27, Tamb,ahan
Lembaran Negara Repr.lbtrik Indonesia Nomor A9ST)
Undang-Undang Nornor lT T'ahun Z00g tentang
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nornor 42, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nornor +2816];
Undang-Undang Nornor 1 Tahun ZOO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nornor 1., Tambahan
Lernbaran Negara Republik trndonesi.a Nornor aSSS);
Undang-Undang Nomon 15 Tahun 2ACI4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Fertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repr.rbiik
Ind.onesia Tahun 2OO4 Nomor G6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nornor aa00);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Ferimbangan Keuangan Antara Femerintah pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ZAO4 Nornor LZ6,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4z+38);

{Jndang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahren
2OA4 Nomor 132, Ta.mbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nonlor ++++1;
Undang*Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lah-l
Lintas dan Angkutan Jalan perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1"4 Tahun 7gg2 (Lembaran Negara
Republik trndonesia Tahun 2O0g Nornor 96,
Tambahan Lernbaran Negara Nornor SO25);
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12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,ernbaran
Negara Republik trndonesia Tahun 2AAg Nomor L30,
Tarnbahan L,embaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5049);
Undang-Undang Norrror L2 Tahun 20i1 texrtang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1i
Nomor 82, Tambahan tembaran Negara Repulblik
Indonesia Nomor 52341 sebagaimanaa tetrah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2Ol9tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor L2 Tahun 2011 tentang Fernbentukan
Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun zALg Nornor L83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 6398);
undang-Undang Nornor 23 Tahun 2AI4 tentang
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
indonesia Tahun ZAM Nomor 224, T'ambahan
Lembaran Negara Repuhlik Xndonesi"a Nonror 55S7)
sebagaimarlaa telah bebenapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nornor I Tahun 2015
tentang Perubahan kedr.la Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nornor 58,
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pel.aksanaan Undang- Undang F{ukurrr Acar:a
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimanaa
telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor
58 Tahun 2010 tentang Penrbahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Fidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20i0 Nomor 90, Tambahan Lenebaran Negara Nomor
slas);
Peraturan Pernerintah Nomor 92 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua ,{.tas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelksanaan Kitab Undang-Urrd.ang F{ukurn Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik trndonesia Tahun
2015 Nornor 29O, Tarrbahan Lembaran Negara
Nomor 57721;
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17. Peraturan Pemerintah Nornor 42 Tahun 1gg3
tentang Pemeriksaan Kendaraan Berrnotor di Jaxan
(Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun 1993
l,lomor 50, Tambahan telnbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun lggg
tentang Kendaraan dan Fengemudi (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1gg3 Nornor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

19" Peraturan Pemerintah Nornor ZO Tahr.ln 20Ot
tentang Pernbinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 hlornor 4L,
Tambahan Lembaran Negal.a Reptrblik Indonesia
Nomor a090);

20. Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 20Os
tentang Sistem informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS,
Nomor 138, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nornor 45761 sebagairnanaa telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pernerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtrik
Indonesia Tahun 20OS Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aST6l;

2L. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahr.rn 2O0S
tentang Fengelolaan Keuangan Daerah {I"ernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor L40,
Tambahan Lembaran Negara Republik nndonesia
Nornor 4578);

22. Peraturan Pernerintah Nornor 79 T'ahun 2005
tentang Pedoman, Fembinaan dan Fengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lernbaran

. Negara Repubtrik Indonesia Tahun 2005 Nonnor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor a593);

23. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Feraturan Peneerintah
Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem trnforrnasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;

24. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun ZO1,Z

tentang Kendaraan (Lernbaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 120, Tarnbahan
l,ernbaran Negara Republik Indonesia Nonaor 5317);
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25. Peraturan Femerintah" Noneor B0 Tahun 2CIL2

tentang Tata Cara Perneriksaan Kendaraan Bermotor
di Jalan dan Feni.ndakan Pelanggaran Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubtrik
Indonesia Tahun 2ALZ Nornor 187, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a6);

26. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umun:. dan Tata Cara
Femungutan Fqiak Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AL5 Nomor
244, Tastbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nor:nor 5950) ;

27. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun zAtT Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noraor 60a1);

28. Peraturan Femerintail Nomor L2 Tahun 2CIi9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2079 Nornor 42,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 6322};

29. Feraturan Daerah Kabr.rpaten Barito Tirnur 2 Tahun
2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah.
Kabupaten Barito Tirnur Tahun 2018 Nornor 2,
Tambahan Lembaran Daeratr Kabupaten Barito
Timur Nornor 35).

30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 2OT /PMK.O7/20 LB tentang Pedoman
Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 201"8 Nonnor

1852);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAII BUPATI TENTANG PETUTrJUK

I

Menetapkan
PELAKSANAAI{ PEMUNGUTAil PA.IAK PARKIR

tsAB I
KETENTUAN UIVIUM

trasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Tirnur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan. urusan Femerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3" Bupati adalah Bupati Barito Tirnur.



4. Badan adalah sekurnpulan orang dan/atau r:nodal yang nnerupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak rneLakukan
usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan koneanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dalarn narna dan da-lam bentuk apapun, firma,
kongsi, kopenasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi trainn"ya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.
Badan Fendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Tirnur.
Kepala Badan adaiah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Barito Timur.
Pajak Parkir adaiah paJ'ak atas peyelenggaraan tempatparkir diluar badan
jalan, baik yang disediakan barkaitan dengan pokok usaha lnaupun yaflg
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk peyediaan ternpat penitipan
kendaraan berneotor.
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sernentara.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
pqtak.
Wqiib P4jak adalah orang pribadi atau Bada.n, rneliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mernpunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan
perpajakan daerah.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi yang menurtlt ketentuan
peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk
melakukan pembayaran pajak yang temtang, termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kew4jiban Wajib Pajak rnenurut
peraturan perUndang-Undangan perpajakan
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satr.l) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, meyeior dan meXaporkan pajak
yang tenutang.
Tahun Pajak adalah j'angka waktu yang larnanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila wajib pqiak menggunakan tahun buku yang tidak sarna

dengan tahun kalender.
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam masa pajak, daLam tahun pajak atau daiam bagian tahun pa.jak

sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Unda.ngan perpajakan

daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan rnulai dari penghirnpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarrrya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan

peyetorannya.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disitrgkat SPTPD

adalah surat yarig oleh wajib pajak digunakan untuk rnelaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak danlatar.r bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewqjiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan perpei akan daerah "
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Surat Setoran Pdak Daerah yang selanjutnya disingkat SSFD adatrah

bukti pembayaran atau peyetoran pqiak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formuiir atau telah dilakukan dengan cara lai.n ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pqjak yang menentukan besarnya jurnlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif dan jurnlah pajak yang masih harus
dibayar.
Surat Ketetapan" Paiak Daerah Kr.Lrang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pqiak yang rnenentukan
tarnbahan atas junnlah pajak yang teiah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jurrlah pokok pajak sarna

besarnya dengan jumlah kredit p4iak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.
Surat Ketetapan Pqjak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pqiak yang menentukan junelah

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit paiak lebih besar dari
pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak tertltang.

22. Surat Tagihan Pqiak Daerah yang selanjutnyA disingkat STPD adalah
surat untuk rnelakukan tagihan pqiak danlatau sanksi adrninistratif
berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang rnembetulkan
kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan daiarn
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undangan
perpqjakan daerah yang terd,apat dalarn Surat Ketetapan Pajak Daera.Lr,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Baya.r, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keketapan Pqiak Daenah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Fajak Daerah,
Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

24. Surat Keputu.san Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan traj'ak Daeratr
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Fajak Daerah Kurang Bayar TarnLratran,

Surat Keketapan Pqiak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pileak ketiga
yang diajukan Wajib Fajak.

25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Sulat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yalrg diiakukan secara

teratur untuk rnengumpulkan data dan inforrnasi ker.langan yang meliptlti
harta, kewqjiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan

menyusun laporan keuangan berr.lpa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pqiak tersebut.
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27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan rnenghimpun dan mengoiah

data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk rnenguji
kepatuhan pemenr.rhan kewajiban perpajakan daerah danlatau tujuan
lain dalam rangka rnelaksanakari ketentuan peraturan perUndang-
Undangan perpajakan daerah.

28. Surat Paksa adalah surat perintah rnembayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

29" Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatka,n, melaksanakan penagihan seketika dan sekaLigus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
peyitaan, melaksanakan penyanderaan.

30. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umurn dengan cara
penawaran harga secara lisan dan atau" tertuiis melalui usaha
pengumpulan peminat atau calon pernbeii.

31. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Sura.t Paksa, Surat
Perintah melaksanakan peyitaan, pengumuman letrang, pembataXan trelang,

Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
32. Pemeriksaan Khusus adalah peneeriksaan di tempat usaha rnaupun

kantor Wajib Pajak atau Penanggung Pqjak yang meliputi seiuruh jenis
pajak untuk tahun yang berjalan atau tahun - tatrun sebelumnya yang
dilakukan denga.n menerapkan teknik pemeriksaan yang laziwt digunakan
dalam pemeriksaan pada umumnya.

33. Hari Keq'a adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja, biasanya
mulai hari Senin sanepai dengan Jumat, dengan rata-rata operasi rnutrai

dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore {business day).
34. Hari adalah hari kalender yang dihitung secara normal termasuk hari

Sabtu, hari Minggu dan hari bertanggal rnerah.

BAB II
PENDATAAN, PEtrDAFTARAN DAI{ PELAPORAN OBJEK PA"'AK

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 2
Pendataan objek pajak parkir dilakukan dengan mernbenikan forrnu.iir
pendataan kepada Pemilik/Fengelola/PenanggungJawab usaha.

perparkiran.
Formulir pendataan sebagaimanaa dirnaksud pada ayat (t) diterirna dan
harus diisi dengan jelas, benar darl lengkap serta ditandatangani oleh
pemilik/ pengelola/ penanggung jawab usaha perparkiran atau kuasanya.
Bentuk dan format formulir pendataan sebagairnanaa dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalarn Lampiran I yang meru.pakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

t2)

{3}
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Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 3
Pendaftaran. usaha perparkiran sebagaimanaa dirnaksud dalarn pasal 2

ayat {21 menggunakan formulir pendaf,taran kepada Kepala Badan
melalaui Bidang Pajak BAPENDA.
Formulir pendaftaran sebagaimanaa dimaksuld pada ayat (1) wajib diisi
dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pernitrik/
pengelolal penanggung jawab usaha perparkiran atau kuasannya
dengan melampirkan:
a. fotokopi KTP;
b. surat iain usakra dari instansi yang berwenang; dan
c. surat kuasa berrnaterai Rp. 6.000,- (enann ribu rupiah), apabila
pendaftaran dikuasakan dengan

disertai fotokopi KTP penerima kuasa.
Pemilik/pengelolal penanggung j'awab usaha perparkiran yang telah
mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan rnenyatakan yang
bersangkutan menjadi wajib pajak dengan rnenerbitkan:
a. Nomor Pokok \Majib Pajak Daerah (NPWPD); darr
b. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.
Apabila pemiliklpengelola/ penanggung jawab usaha perparkiran su.dah
menyarnpaikan forsrulir pendaftaran, maka Kepaia Badan wajib
menerbitkan NPWPD dan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara
jabatan paling lambat 7 (tujuh) hari ke{a.
Bentuk dan fornat formulir pendaftaran sebagaimanaa dirnaksud pada

ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PA"IAK

Pasal 4
Pemungutan parkir dihitung berdasarkan potensi yang telah di hitung oXeh

tsAPENDA dan pengelola usaha perparkiran.

Pasal 5
Ketentuan pemungutan pajak sebagaimanaa dimaksud pada Fasal 4 yaitu
WaJib Pajak atau Penanggung Pajak cara taksasi, dikenakan pajak

berdasarkan taksiran yang tertuang dalam SKPD dan/atau SKPDT.

BAB TV

DASAR PTNGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6
Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jurnlah pernbayaran atau

seharusnya dibayar untuk pernakaian tempat parkir.
Besarnya Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara

(3)

,-\

-T.
l

(4)

(s)

t1)

(21
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dasar pengenaan pajak.



Pasal 7
Besaran Tarif Pa.jak Parkir ditetapkan sebesar 25ok (dua putruh lirna persen)
dari hasil yang diterima

BAB V
MASA PA"IAK, SAAT PAJAK TERUTANG DA.I[
SURAT PEMBERITAHUAIT PAT'AK DAERATT

Pasal I
Masa Pajak adalah jangka waktu yang larnanya I (satu) bulan kaxender.

Pasal 9
Pajak Terutang dalam Masa PAiak terjadi pada saat penyelenggaraan tempat
parkir.

{1)

Fasal 1O
Setiap Wajib Pqiak yang menyelenggarakan tempat parkir wajib rnengisi
SFTPD;
SPTPD sebagairnanaa dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
Daftar jumlah pungutan parkir naerupakan SPTFD;
SPTPD yang dimaksud pada ayat {1) harus disarnpaikan kepada instansi
pengelola selambat-lambatnya 10 (sepulutr) hari setelah berakhirnya
masa pajak; dan
Bentuk dan forrnat formulir SPTPD sebagaimanaa dirnaksud pada ayat
(1) tercanturn dalana Lampiran III yang urerupakan baglan tidak
terpisahkan dari Penaturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENGHITUT{GAN DAN PTilETAPAN PA"TAK

I
l

{21

(3)

(4)

(s)

(1)

,I Pasa! I" I
Berdasarkan SPTPD sebagaimanaa dimaksud daiarn Fasai
Bupati melalui Pejabat menetapkan pEak teru.tang dengan
SKPD.
Apabila SKPD sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) tidak
bayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
diretima, dikenakan sanksi adrninistrasi berupa bunga 2Yo

sebulan dan ditagih dengan merrerbitkan STPD.

10 ayat {1},
nnenerbiti<an

atau kurang
sejak SKPD

{dua persen)

{2)

(1)

(2t

PasaX 12
Wajib Pajak yang rnembayar sendiri SPTPD sebagainr.ana dirnaksud
dalarn Pasal 11 ayat {i) digunakan untuk menghitr.rng, memperhitungkan
dan menetapkan pqiak sendiri yang terutang"
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesud.ah terutangnya pajak, Bupati
dapat rtrenerbitkan:
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT; dan
c. SKFDN.



(3) SKPDKB sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakalr sanksi
administrasi berr.lpa bunga sebesar 2"/o {dva persen) sebulan dikritung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat

terutangnya pajak;
b. apabila SPTPD tidak disampaikan daiann jangka waktu yari-g

ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga 2o/o (dua persdn) sebulan dihitreng dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling

kema 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya

c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang

terutang dihitung secara jabatan dan Cikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25o/o {dua puluh lima persen) dari pokok

pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlarnbat

dibayar untu.k jangka waktu paling lama- 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagairnanaa dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan
apabila ditentukan data baru atau data yang sernula terungkap yang

meyebabkan penarnbahan jumlatr pajak yang terutang, akan dikenakan
sanksi ad.ministrasi berupa kenaikan sebesar 1007o (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.
a. SKpDN sebagainranaa dimaksud pada ay?t (2) hr.lruf b diterbitkan

apabila jumlah pajak yang terutang sanaa besarnya dengan jumlah

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pqiak;

b. apabila kewajiban membayar pajak terutang datrarn SKFDKB dan

SKPDKBT sebagaimana diraaksud pada ayat {2i huruf a dan huruf b
tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah

ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan

sanksi ad.mini.strasi berupa bungan 2o/" ldwa persen) sebr'llan; dan

c. penambahan junnlah pajak yang terutang sebagairna"naa dimaksud
pada ayat (4) tidak d.ikenakan apabila wqiib pajak melaporkan

sendiri sebelurn dilakukannya tindakan pemeriksaan.

Pasal 13

Bentuk dan format formuiir sKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan sKPDN

sebagaimanaa dimaksud dalam Pasatr. 12 tercantr.Lrn dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

{4)



(3)

(1)

{21

(1)

{2t

t3)

BAB VII
JATUH TEMPO PA*IAK TERUTANG

Pasal 14
bagi Wajib Pqjak atau Penanggung Pajak yang jatuh tempo pajak
terutang (SKPDKB atau SKPDKBT) adalah 30 (tiga puluh) hari setelah

diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT otreh W4iib Fajak atau Fenanggung
Pajak.
apabila ketentuan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (t) tidak dipenuhi
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diteriruanya SKPDKB atau
SKPDKBT oleh W4jib Pajak atau Penanggung Pajak rraka dikenakan
sanksi administrasi bunga sebesar 2Y" (dua persen) dari pokok pajak
setiap bulan, dihitnng dari pajak yang kuran"g bayar atau terlambat
dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktr.l paling
lama 3O (tiga puluh) hari SKPD diterima, di.kenakan sanksi adminisLnasi

berupa bunga sebesar 2o/" {dua persen) sebulan dan ditagih dengan

menerbitkan STPD.

BAB VIII
TATA CARA FEMEAYARAff

Pasal trS
Pembayaran Pajak Parkir dilakukan di Bendaharawan Penerima

BAPENDA sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTFD, SKPD,

SKPDKBT, STPD dan hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah

secara bruto selarnbat-lambatnya 1 X 24 jam.
Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana.a dimaksud pada ayat (1)

dilakukan men ggunakan SSPD.

Pembayaran Pajak Parkir yang tidak sebagirnana dirnaksud pada ayat

(1) dapat disetor iangsung oleh wajib pajak atau penalr.ggung pajak ke

Kes Daerah melalui tempat yang ditetapkan oleh Bupati'
Apabila tanggal pernbayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran

dilakukan pada hari kerja berikutrrya.
Bentuk dan format SSPD sebagaimanaa di.maksud pada ayat \2\

tercantum dalam lampiran VII yang rnerupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Setiap pembayaran pajak sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 15 diberikan

tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerirnaan.

Pasal 17
pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas,

(4)

ts)
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BAB I:K
TATA CARA PTNGAWASAT{

Pasal 18
Dalam hal peiaksanaan pengawasan, KepaXa Badan dapat meneta.pkan
serta menempatkan petugas yarlg dilengkapi surat tuga.s danf atau
peralatan
Penempatan peralatan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (i") berfungsi
sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi.
Penempatan petugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) ditrakukan

untuk perigawasa-n" operasionatr dan perhitungan data oneset dengan

batas waktu tertentur dan/atau dengan pertimbangan - pertirnbangan

teknis tertentLr.
Setelah dilakukan pen"gawasan dengan batas waktu tertentu yang

ditetapkan oleh Kepala Badan, rnaka Wajib Pqiak atau Penanggung

Pajak berkewajihan untuk mengisi dan menandatangani tserita Acara

Hasil Pengawasan.

BAB X
PEMERIKSAAN DAI{ PEMBTTKUAIT

Bagian Pertarna
Pemeriksaarr

Pasal 19
Pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala

Bad.an bagi objek pajak dan/atau apabila diternukan ketidaksesuaian

antara pembayaran pajak dengan potensi di lapangan.
Untuk keperluan pemeriksaan, petugas dilengkapi dengan Surat Tugas

Pemeriksaan dan memperlihatkan kepada Wajib Pajal atau

Penanggung Pajak yang diPeriksa.
lMqjib Pqiak atau Penanggung Pajak yang diperiksa wajib :

a. menyelenggarakan pembukuan atau dokurnen lain yang

berhubungan dengan kegiatan usaha Waiib Fajak atau Penanggung

Pajak;
b. rnemberikan kesenepatan kepada petugas untuk mernasuki tempat

atau ruangan yang dipandang perlu dan membarikan bantuan serta

keterangan yang berhubungan dengan usaha W4iib Pqjak atau

Penanggung Pajak guna memperlancar perneriksaan; dan

c. menyampaikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara

benar dan jelas"
,{pabila pada saat pemeriksaan Wajib Pajak atau Penanggung Fajak

tidak melaksanakan kewajihan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (3)

maka akan dilakukan pemeriksaan khusus.
Apabila Wajib P4jak atau Fenanggung Pajak menolak mel'akukan

pemeriksaan, rnaka pajak terutang ditetapkare secara jaba.tan.

Untuk kepentingan pengamanan petugas dapat merninta bantuan
pengamanan dari aparat penegak hukurar, sesuai dengan peraturan

perUndang-Undangan yang berlaku -

t4)

(s)

(6)
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Bagian Kedua
Pembukuan

Pasal 2O
Setiap Wajib P4jak yang melakukan usaha dengan
Rp. 3O0"000.000,00 (tiga ratus juta rr.rpiah)

menyelenggarakan pembukuan.
Tata cara pernbukr-ran sebagaimana dimaksud pada
lanjut sebagi berikut:

omzet paling sedikit
per tahun wqiib

ayat (1) diatren lebih

a. pembukuan sekurang-kurangnya memua.t pemasukan, pengeluaran
dan saldo;

b. pembukuan diseienggarakan secara krononogis berdasarkan urutal,
waktu;

c. apabila wajib pdak atau penanggung pajak merniliki lebih dari 1

(satu) usaha parkir maka pernbukuan dilakukan secara terpisah;
d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar

perhitungan pa,iak parkir karcis atau dokumen iainnya sehingga.

dapat diketahui omzetnya;
e. neraca; dan
f. laporan rugi laba perusahaan.
Setiap wqiib pajak atau penanggung p4jak yang rnelakukan usaha

dengan ornzet dibawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per

tahun dengan rnetrakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa
pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar

untuk menghitung besarnya Pajak Parkir terutang.
Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap

transaksi penerirna pembayaran, adalah sebagai berikqt:
a.. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto r.Lsahanya

secara lengkap dan benar;
b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronotrogis berdasarkan urutan

waktu;
c. apabila wqjib pajak atau penalLggung pajak rnemiliki lebih dari 1

(satu) usaha parkir, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah;
dan

d. rekapitulasi didukung dengan dokurnen lain yang menjadi dasar
perhitungan pqjak parkir berupa karcis atau dokumen lainnya.

Rekapitulasi sebagaimanaa dinnaksud pada ayat (2) diseienggarakan

dengan sebaik-baiknya dan harus rnencerrninkan keadaan atam

kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 21
pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan

tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang

berlaku.
Pembukuan sebagairnanaa dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan
dasar untuk menghitung besarnya pajak parkir yang terutang.
Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokurnen lain
yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib

(3)

{4)

ts)

{1)

{21

(s)

ggung pajak disirnpan selarna 5 (lima) tahun.
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BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN PA.IAK

Pasal 22
Pajak Parkir yang terutang berdasarakan SKPDKB, SKPDKBT, STPD

dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar olekr wqjib pajak
pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
pena#han pajak parkir dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkarr
peraturan perUndang-Undangan.
Bentuk dan format surat paksa sebagaimanaa dimaksr-ld pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PEtrGTIRANGAN DAN KERINGANAI{ PAJAI(

Pasal 23
Bupati berd.asarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan

pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang'
Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang

terutang ditetapkan oleh Bupati.
Pemberian pengurangan dan keringanan PqjaX( Parkir terutang paling

banyak 25V" (dua putruh lima persen).

Tata cara pertlberian pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang

terutang diatur sebagai berikut:
a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak parkir yang

terutang disampaikan secara tertulis dalam Batrasa Indonesia

kepada Bupati Up. Kepatra Badan disertai alasan yang jelas dan

dapat dipertanggungiawabkan d.engan melampirkan fotokopi KTP

dan SpTpD (apabila dikuasakan wajib naelampirkan surat kuasa

bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiahi dan fotokopi KTP

penerirna kuasa);
b. berdasarkan permohonan sebagiamana dimaksud pada huruf a,

Kepala Badan melakr.lkan analisa kelayakan perrrrohonan

pengurangan atau keringanan pajak parkir yang terutang;

c. apabila alasan permohonan penguraxr.gan dan keringanan Peiak

Parkir yang terutang dikabulkan, maka Bupati rnenerbitkan

keputusan pengurall.gan ataLr kerinaganan pajak parkir yang

terutang;
d. apabila permohonan pengurangan dan keringanan Pqiak Farkir

yang terutang ditolak, Bupati melalui Kepala Badan harus

rnemberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya;

dan
e. keputusan pemberian pengurangan dan keringanan Fajak trarkir

yang terutang harus disarnpaikan kepada wajib pajak atau

penanggung pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggatr

permohonan diterima.

(2t

(3)

.l

/-i-"

{1)

{3)

(4)

t2)



(s) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan dan keri.nganan

Pajak Parkir yang tenrtang sebagaimalaa tersebut dalam n ampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan tsupati ini.

BAB XIII
PTNGURANGAN ATAU PENGHAPUSAI{ SANKSI ADMINISTRATIF

DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAI{
KE"TBTAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau PenghapusaR Sanksi Ad.mlnlstratif

Pasal 24
Bupati melalui Kepala Badan dapat mengufangkan atau menghapus

sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak parkir
yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kehilafan
wajib pajak atau bu.kan karena kesalahannya"
Fengurangan atau penghapusan sanksi adrninistratif berupa bunga,

denda dan kenaikan Pajak Parkir yang terutang dilakukan terhadap
sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB dan

SKPDKBT.
Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
sebagaimanaa dimaksud pada ayat {t}, diatur sebagai berikut:
a. wajib pajak rnengajukan perrnohonan secara tertulis datram Bahasa

Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan dengan alasan yang
jelas dengan meLampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STFD, SKpDKts

atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) Lrari kerja sejak diterbitkan
STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. ,{pabila dikuasakan wajib
melampirkan surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

dan fotokopi KTP Penerima kuasa;
b. berdasarkan permohonan sebagaimanaa. dirm.aksud pada huruf a,

Kepala Badan rnenunjuk Kepala Bidang Fajak Daerah tsAPENDA

untuk menakukan pengkajian dan penelitian;

c. hasil pengkajian dan peneiitian disarnpaikan kepada Kepala Bad-an

sebagai dasar neemberikan keputusan;
d. keputusal-r peneberian pellgurangan atau penghapusan sanksi

administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;

e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu). buLan setelah menerima

permohonan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, Kepala Ba'dan

harus 6en:.berikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak;

t apabila setelah lewat jangka waktu 1 {satu} bulan sebagaimanaa

dimaksud pad"a huruf e, Kepala Badan belum nnemberikan

keputusan, maka permohonan sebagairnanaa dimaksud pada huruf
a dianggap dikabulkan; dan

g. Kepala Badan flnenyampaikan laporan kepada Bupati terhadap

keputusan pernberian pengurangan atau penghapu'san sanksi

adrninistratif.

(1)

(21.)
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(3)



(4) Terhadap permohonan yallg ditolak, Kepala. Badan :

a. Memberi.tahukan kepada wqiih pajak atanr penanggung pajak
disertai alasan penolakannya.; atau

b. Memerintahkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untr,rk

membayar pajak terutang beserta sanksi administratif dalam
ja:rgka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Terhadap perrnohonan yang disetujui atau karena jabatan

berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan rnerrgurangi

atau menghapus sanksi adrninistratif dan memberikan catatan atau
perbaikan pada STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
wajib pqiak atanl penanggung pajak melakukan pembayaran pajak
parkir paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak.disetujuinya perrnohonan

sebagimana dirnaksud pada ayat (a).

Bagian Kedua
Pembetulan, Pengufangan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Parkir

Pasal 25
Bupati melalui Kepala Badan berdasarkan perrnohonan Wqiib Pajak atau

Penanggung Pajak dapat rnembetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN

atau SKPDLB yang dalarn penerbitannya terdapat kesalahan tu.li"s danlatatr
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan peneraparl ketentuan tertentu dalam
peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah"

Pasal 26
Bupati melalui Kepatra Badan atau herdasarkara permohonan wajib pajak

dapat:
a. Mengurangkan atau rnembatalkan SKPDKts, SKPDKBT, STPD, SKPDN

atau SKPDLts yang tidak benar; dan
b. Membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Farkir yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang

ditentukan.

Pasal 27
(1) Pengurangan atau pembatalan Pajak Parkir yang terutang atas dasar

permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Paiak diatur sebagai

berikut:
a. Wajib pqiak rnengajukan pennohonan secara tertulis da-trarn Bahasa

Ind.onesia kepada Bupati Up. Kepala BAPENDA dalam jangka waktu
7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD,

SKPDN ataur SKPDLB;
b. Surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen ben-tpa

fotokoPi:
1. Identita.s diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib

melampirkan surat kuasa berrneterai. Rp. 6.000,- (enam ribu
rupiah) dan fotokopi KTP penerima ku.asa;

2. SKPDKE, SKPDKBT, ST"PD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan
permohonannYa; dan

(s)

(6)
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ukung diajukannya perrn"ohonan.
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Pengajuan perrnohonan yang tidak memenuhi. persyaratan sebagairnana
dimaksud pada ayat (U tidak dapat dipertimbangkan dan berkas
permohonan dikemkralikan kepada wajib pAjak.
Pengurangan atau pembatatan ketetapan Pajak Parkir kerena jabatan
dilakukan sesuai perintah Bupati melalui Kepala Badan atas usul
Kepala Bidang P4iak Daerah berdasarkan perLimbangan keaditran dan
adanya temuan baru.

Pasal 28
Atas dasar perrnohonan wajib pajak atau penanggung pajak sebagiman

dimaksud daXam Pasal 27 atatt karena jabatan, Bupati rnelaiui Kepala

Badan menninta Kepala Bidang Pajak Daerah untuk membahas

pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Farkir.
Hasil pembahasan sebagimana dimaksud pada ayat (i) dilaporkan
dengan melampirkan pertimbangan atas pengrarangan atau pernbatalan

ketetapan Pajak Parkir.
Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pqiak Daerah dan pertimbangan

atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir, Kepaia

Badan mernberikan keputusan.
Kepala Bidang Fajak Daerah rnelakukan pro$es penerbitan keputusan
yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak

parkir atau keputusan penolakan pengll.rangan atau pembatalan

ketetapan Pajak parkir.

Pasal 29
Setelah diterbitkannya keputusan pengurangan atarl pernbatalan ketetaparl
pajak parkir, Kepala Eidang Pdak Daerah segera:

a. Melakukan permbataian ketetapan Pajak Parkir yang iama atau

mernberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT, STPD,

SKPDN atau SKPDLB; dan
b. Memerintahkan kepada wajib pEak melakukan pernbayaran Fajak Parkir

yang terutang pa}ing lama 7 {tujuh) hari kerja setelah diterirnanya

keputusan.

BAB XIV
KEBTRATAN DAN BANDING

Pasal 3O

Wajib Pqiak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Up'

Kepatra Badan atas suatu:
a. SKPD;
b. SKPDKB;
C. SKPDKBT;
d" SKPDLB; dan
e. SKPDN.

(1)

ffi,c"h. $a#.:"ffi



{21 Perneohonan keberatan sebagaimana dirnaksud pada ayat {1), harus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling iama. 3

(tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau
SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau penanggung p4iak, kecuali
apabila Wajib Fajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan dil.uar kekuasaanrrya:
a. Bupati atau Kepatra Badan dalam jangka paling lama L 2 (dua belas)

bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimanaa
dimaksud pada ayat (2) diterirna, sesudah memberikan keputusan;

b. Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana

d.imaksud. pada ayat (2]), Bupati melah-ri Kepala Badan tidak
rnemberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap

dikabulkan; d.an

c. Pengajuan keberatan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) tidak
menunda kewajiban membayar pqiak.

Pasal 3tr

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengqjukan banding kepada

Bupati Up. Kepala Badan dalam jangka waktu 3 {tiga} bulan setelah

diterirnanya Keputusan keberatan.
Pengajuan tsanding sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) tidak
menunda kewajihan mernbayar pajak.

Pasal 32
Apabila pengajuan keberatan sebagaimanaa di.rnaksud dalarn Pasal 30

atau banding sebagaimanaa dirnaksud dal.arn Pasal 31 clikabutrkan

sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikernbalikan
dengan ditambah irnbalan 2o/o (d.ua persen) sebulan untuk paling la-ma

24 (dua puluh empat) bulan"
Imbalan bunga sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1") dihitung sejak

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB'

BAB I(\I
TATA CARA PENGTMBALIAN KELEBIHAN PEMB.IYARAN

Pasal 30
Atas kelebihan pernbayaran Pajak Parkir, waj{b paiak atanl penanggung

pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

pernbayaran kepada KePala Badan.
Kelebihan pembayaran sebagirnana dimaksud pada ayat tl) terjadi

apabila:
a. pajak Farkir yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya

terutang; atau
b. dilakukan pembayaran Pqjak Parkir yang tidak seharusnya

terutang.

..7

I

(1)

t?l

(1)

(21

t1)

{21

f:DrqR,A,F
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(3) Permohonan sebagairnanaa dirnaksud pada ayat (1) harus mernenuhi
persyaratan:
a. permohonan diajukan secara tertulis datram Bahasa Indonesia

d.engan rnencantumkan besarnya pengembalian yang dirnohonkan
disertai alasan yang jelas;

b. permohonan ditrampiri fotokopi identitas wajib pajak ata"u fotokopi

identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan hukti

pembayaran yang sah; dan
d. surat perrnohonan ditandatangani oleh wqjib pajak atau

penanggung pajak, dalam hal ditandatangani otreh bukan wajib

pajak atau penarlggung pqiak harus dilarnpiri surat kuasa

bermeterai 6000 (enam ribu)-
Permohonan Pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimanaa dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai

permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan'
Berdasarkan hasil perneriksaan atau penelitian terhadap perrnohonan

pengembaiian sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1"], dalam jangka

waktu paiing lama L2 (dua belas) bulan sejak tanggatr diterimanya
permohonan pengernbalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir, Bupati

melalui Kepala Badan haru.s memberikan keputusan dengan

menerbitkan SKPDLts"

Apabila jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (5) terlampaui

dan Bupati metralui Kepala Badan tidak memberikan suatu. keputusan,

permohonan pengembalian pembayaran pajak parkir dianggap

dikabulkan dan SKPDLts harus diterbitkan dalam jangka waktu paling

lama 1 {satu) bulan.
Apabila wqiib Pajak atau Penanggung Pajak memiliki utang pajak

trainnya, kelebihan pembayaran Pajak Parkir.Langsung diperhitr'rngkan

untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
pengembalian kelebihan pernbayaran Pajak Parkir dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 2 (dlra) bulan sejak diterbitkannya SKPDLts'

Jika pengernbalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir ditrakukan

setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan noernberikan imbalan bunga

sebesar zvo (dua persen) sebu.lan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan pembayaran Pajak Parkir.

Pasal 34

Dalam hal Wajib Pajak atau Fenanggung Pajak tidak mempunyai utang

.-T

a

(6)

(4)

t5)

(1)

(2)

{7)

(B)

(e)

pajak, rrrlaka pengernbalian Pajak Parkir dilakukan dengan

surat Perintah Pencarian Dana (sP2D) atas kelebihan

Pqjak Parkir.
sP2D atas kelebihan pembayaran Fajak Parkir dibebankan

anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi

n'renerbitkan
pernbayaran

pada mata
pendapatan

pada tahun anggaran berjalan.
sp2D atas kelebihan pernbarvaran Pajak .Parkir tahun tahun

sebelumnya yang telah dituti.rp, dibebankan pada rnata anggaran tak

terduga.

(3)



(1)

{21

BAB :rTII
I(ADALUARSA

Pasal 35
Hak untuk rnelakukan pengalihan pajak kada-luarsa setelah rnelarnpauijangka waktu 5 (lirna) tahun terhitung sejak saat terutangnya pdai<,kecuali apabila wajib pqjak atau penanggung Fajak rnelakukan
tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.
Kadaluarsa Penangihan pajak sebagaimanaa dinnaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat Teguran dan Surat paksa; dan
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pqiak ataur penanggung
, Pajak baik langsung maupun tidak langsr..rrrg.

Bentuk dan format surat Teguran sebagairnanaa dirnaksud pada ayat
{2) huruf a tercantum dalam lampiran vI yang rnerupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB )rlNI
KETENTUAIY PENUTI'P

(3)

Pasa1 36
Peratr.lran Bupati ini mutrai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang
Br.lpati ini dengan
Timur.

rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan peraturan
penernpatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Barito

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tartggal ?1 Du*,nbr.. 2019

BUFATI BARiTO TIMUR,

Diundangkan di Tarniang Layang
Pada tanggal \r @.eerz'Wr ZAW

SEKRETARIS DAERAH
KA.BUPATEN BARITO TIMUR,

:rrg__
ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAH{.JN 2019 NOMOR )-zt



PENJELASAN
ATAS

PER,A.TURAN BUPATI BARITO TIM[.]R
NoMoR 9n TA,HUN 20i9

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN FAJAK PARKIR

I. UMUN{
Bahwa dengan makin meningkatnya peraksanaan tugas

Pemerintah, Pembarrgunan serta pelayanan kepada masyarakat rnaka
menurut tersediannya dana yang lebih oleh karenanya surnber
pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dapat digali
dari Penerimaan Asli Daerah dimana salah satr.rnya adalah berasai dari
Pajak Parkir yang rnerupakan salah satu potensi Pqjak di Kabupaten
Barito Timur.

dipandang perlu
tentang Fetunjuk

1

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka
menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur
Pelaksanaan Pernungutan pqiak Farkir.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jetras"

Pasal 5
Cukup jelas.

Fasal 5
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jeias.

Pasal I
Cukup j'elas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 1 L

Cukup jelas.
Pasal tr2

Ayat (1)

Cukup jel.as.

il.



Ayat (2)

Ketent .an ini mengatur peneriritan surat ketetapan pajak
atas pajak yang dibayar sendiri, penerbitan surat ketetapan
pqrak ditujukan kepada wajilr pajak tertentu yang
disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SpTpD
atau kerena diternukannya data fiskal tidak ditraporkan oleh
wajib Pqiak.
klemberikan kewenangan kepada Bupati untuk dapat
rnenerbitkan sKpDKB, SKPDKBT dan sKpDN hanya
terhadap kasus - kasus tertentu, dengan perkataan lain
terhadap wajib pajak tertentu yang nyata - nyata atau
berdasankan hasil pemeriksaan tidak mernenuhi kewqjiXran
forrnal danl atau kew4jitran rnaterial.
Contoh:
1. seorang wEib pajak tidak rnenyampaikan sFrrpD pada

tahun 2010- setelah ditegur daiam jangka waktr*
tertentu juga belurn rnenyampaikan sprpD mlaka dalarn
jangka waktu 5 (lima) tahun Bupati dapat rnenenbitkan
SKPDKB atas pa,jak yang tenutang.

2. seorang wajib Fajak rnenyan'rpaikan sprpD pada tahun
2010. Dalam jangka waktu paling larna S (iirna) tahun,
ternyata dari hasil perneriksaan SpTpD yang
disarnpaikan tidak benar. Atas pajak yang tenetang yang
kurang bayar tersebut tsupati dapat rnenerbitkan
SKPDKB ditarnbah dengan saksi administratif.

3. wdib Pajak sebagaimanaa dirnaksud dalam contoh yang
telah diterbitkan SKPDKB, apabiia dal,am .iangka waktu
paling lama 5 (lima ) tahun sesudah pajak yang terutang
ditemukan data baru dan/atau data yarxg semrutra bel.urn
terungkap yang menyebabkan penarnbahan jumlah
pdak yang temtang. tsupati dapat rr.renerbitkare
SKPDKBT.

4" wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan tsupati
ternyata jumlah pajak yang tenutang sama besarnya
dengan jurnlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pqjak, Bupafi dapat rnenerbitkari
SKPDN.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Cukup "jelas.
Pasal 13

Cukup jetras.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pa"sal 15

Cukup jelas"
Pasal 16

Cukup jelas.



Faeal

Pasal

l7
Culnrp jelas,
1B

fi

Cularp jeLas.

Pa$aI 19
Cukup jelas.

Pasal 2O

Cukup jelas.
Pasa121

Cukup jel,as.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal23
Cukup jelas.

Pasatr 24
Cukup jelas.

Pa$aI 25
Cukup jetrras.

Pasal 26
eukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pa*aI 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
eukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR .1.,.



LAMPIRAI'I I
PERATURAN BUPATI BARITO TIIT{I}R
NOI}IOR 24 TAHUITI 2CI19
TEI{TANG TATA CARA PEMTIITGI}TANT
PAJAK PARKIR

Bentuk dan Format Isian Forrnulir pendataan

,I

1-

PETUNJUK PENGISIAN
Kolom A

Kolom B, C, D, E, F dan G :

FORMULIR PENDAT,{AN :

: Diisikan sesuai dengan data yang ada daiam
NPWPD (apabila sudah ada)
Diisikan se$uai dengan yarlg tercanfi.lrn dalama
Surat lzin Usaha yang berlaku {apabila sudah
ada) atau diisi sesuai kead.aanllokasi resalea

PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Baruh Rintis DAM Buya

Kode Pos: 736tr1
Tamiang Layang

FORMULIR
PENDATAAN PAJAK

DAERAI.I

PAJAK PARKIR

Tanggal Pendataan

A. NPWPD
millrrr

B. NAMA WAJIB PAJAK

C. ALAh{AT WAJIB PAJAK

D.NAMA USAHA

E. ALAMAT TEMPAT USAH,A

F. DESA / KECAMATAN

G.TELEPHONE

Petugas Pendata



PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Baruh Rintis DAM tsuya

Kode Pos:73611
Tamiang Layang

LAMPIRAN
FORMULIR PENDATAAN

PAJAK DAERAI{

F,AJAK PAILKIR

NomorFormulir

I. DATA OBYEKPAJAK

: Tempat Farkir I Garasifendaraan bermotor
I meter2

Jambuka/jam tutup Pukul : s/d : atuu seLama: ---- jam

2. REKAPITULAST PEMAKAIAN TEMPATPARI<IE
Tarif (Rp.)

I

B{.]PATI EARITO TIh{UR,

si:q.#e\



LAMPIRAN II
PERATUR.AII BUPA?I BAR.I?O TXMUR,
IrolcoR 24 r*tutr z0t9
TEITTAIIIG TATA CARA PEMTTI\TGUTAN
PAJITK PARKIR.

Bentuk dan format isian formr.llir
PEMERINTAHranupefffi

BADAN PENDAPATAN D AERAH
Jl. Baruh Rintis DAM Buya

Kode Pos 73611
Tamiang Layang

FORMTILIR PENDAFTARAN WA.IIB
PA^IAK

ffiriiLg5**Sl,*rffi



BUPATI BARITO TIMUR,

Pr.&ffi*s$*ffi



Bentuk, Format Isian Formulir dan

LAMPIRAII IH
PERATURAN BUPATI BAR,ITO TXMUR
NoilIOR 2q TAHUII ZOI"9
TEIITAIIG TATA CARA PEMUITGUTAI{
PA.JAK PARKIR

Tata Cara Pengisian SpTpD
PEMERr}ITAHXANTIEETEN

BARITO TIII{UR.
BAD AN PENDAPATAN DAER.AH

Jl. Baruh Rintis DAM tsuya
Kodepos:7361i
Tamiang Layang

STIR.AT PEMBERITAT{U,A]\
PAJAK DAERAH (SPTPD)

PAJAK PARKIR

Nonror
Masa Pajak
Tahun

Tgl diterimaEAPENDA

Z.Harap diisi dalam rangkap 2 (clua) ditulis dengan huruf cetak.3 Setelah diisi dan ditandatangani,-harap or*:q*l.tembali kepada- Eadan Fendapatan Daerah Kabupaten EaritoTimur paling lambat 1g h".::*!h masa pajak berakh", ,"trfig.irrerakukan pembayaran pajak4'Keterlambatan penyerahan.sPTPD sebagai*uoa dirnaksud ongfiu1 (tlg4 akan dikenakan sarksi adminisrrasi sesuaiPeraturan Daerah yang berlaku

PERHATtrAN:
1. Baca petunjuk pengisian.

B. NAMA WAJIB PAJAK
C. ALA]\{AT WAJIB PAJAK
D. NAMA USAHA
E. ALAMAT TEMPAT
F. DESA/KECAMATAN

H. PERTIBAHAN IDENTITAS : ADA / TIDAK (Corer
I. DASAR.PENGENAAN
P.AJAK

( Coret yang tidak perlu )

OMZET / PENDAPATAN

2. Garasi Kendaraan Bermotor

Jumlah total
J. PAJAK TERUTANG TaritlFaiak 25o/o

K. KREDITPAJAK
L. YANG HARUS DIBAYAR r huruf J - huruf K
M.PERNYATAAN

W.AJIts PAJAI?
KUASANYA

Dengan menyadari sepenuhnya akan Akibat
termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang
berlaku, maka saya menyatakan data yang
diisikan beserta iampirannya adalah
yang sebenar-benarnya.

T. Layang,

N. PEMBETLILAN IDENTruAS

2. NAMAWAJIBPAJAK
3. ALAMAT WAJIB PA.IAK
4. NAMAUSAHA
5. ALAMAT TEMPAT USAHA
6. DESA/KECAMATAN

;-'--"--"'""**'= "

l:

L**..*--,. ".--.*
[ '1. ^',
{
i:+ $. '

!

h

7. TELEPHONE

f



Kolom A
Kolomts,c,D.E,FdanG 

:HiJ,:,-lH,i"J,?#,TlHT?.H?#,:*"yffif [T i]ffiXtl#?"n* (apab,a sudahada)

PETUNJUK pplrcrsrANTFrpD 
:

KolomH
Kolorn I

KolomJ
KolomK
KolomL
KolomM : Diisi apabila ada perubahan.

atau diisi sesqai keadaan4okasi usaha
: Pilih salah satu
: Disikan- sesuai dengan data yg ada dalam Lampiran sprpD untuk masa pajak yang
bersangkutan

: {um]af Dasar Pengenaan Fajak dikatikan TarifPajak 25% (duapuruh rima persen)
: Jumlah pembayaran pajak yang terah dilakukuo..lu** *d; p;i"k b"rum berakhir
: Ditandatangani oleh Wajb pajak

^f,

AH KAB UP ATEN BARITO TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAFI

J1. Baruh Rintis DAM tsuya
Kode Pos 73611
Tamiang Layang

LAMPIRAN
SURAT PEMBERMAHUAN
PAJAK DAERAH (SPTPD)

FAJAK PARKM.

1. DATA OBYEKPAJAK
c. Jenis Ob5,ek
d. Luas lahan I meter2

Jam brika/jam tulup

Kepastian kendaraan yang dapatEparkir

2. REKAPITULAST PPNrAiffi

BUPATI BARITO TiMUR,

p&tr""?&\tr
-.,ll-1,..

/1(rk
D



LAMPIRAN TlI
PERJITURAI{ BUPATI BARITO TINfiUR
NOMOR, 24{ TAHUN aOLg
TENTANG TATA CARA PESIUNGUTAN
PATIAN PAR,KIR

A. Bentuk dan isi surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar (sKpDKB)

KOP DIflAS

SURAT I{ETETAPAN PA*IATT DAERAII KURANG BAYAR

Nomor :

Tanggal : Tanggatr jatuh tempo :

I" Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito'firnur Nomor 2 Tahun 2OLg
tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berclasarkan
keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Fajak Farkir terhadap :

Nama Usaha
Alamat
Nama Pemilik
Alamat

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jurnlah yang masih harus clitrayar adalah
sebagai trerikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Parkir Rp...
.) Pqjak Parkir yang terutang :

25o/o x Rp......,..(1)
Rp...

3. Pqjak Parkir yang seharusnya dibayar (2) Rp....

a. Pajak Parkir yang telah dibayar Rp...

5. Pqiak Parkir yang kurang dibayar
(s-4)

Rp...

6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal ....Perda

Nomor 2 Tahun 20iB):
Rp.".
Rp...

a" Bunga = 2o/ox...".. bulan x Rp......(5)

b. Kenaikan = 25o/ox (2) + 2o/ox.... buian x Rp....(5)

7. Sanksi administrasi a atau b Rp...

8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Rp"..

9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-B Rp..

Dengal huruf:
Tarniang Layang,

Kepala B,APENDA Kabupaten Barito Timur
Kepala Bid.ang Fajak Daerah,

NIP

di

ffie;terSQ.,f\ffi

.Yi:+t#A



B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan (KPDKBT)

KOP DIITAS

SURAT KTTTTAPAIT PAJAIT DATRAII NUR.&HG tsAYAR TS.MBAIIAI{

di
Nomor :

Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barj.to Tirnur Nomor Z Talrura A01B
tentang Pajak Daerah telah dilakq6*r, pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai
pelaksanaan kewajiban Pajak Parkir terhadap :

Nama Usaha
AIamat
Nama Pemilik
Alarnat

trI. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumtrah yang rnasih harus dibayar adalah
sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Parkir Rp...
2. PEak Parkir yang seharusnya terutang : ZSYox

Rp...(1)
Rp..

3. Pajak Parkir yang seharusnya dibayar (2) Rp".

a. Pajak Parkir yang telah dibayar Rp...
5" Jumlah Kurang Bayar Tambahan ( 3 - 4 ) Rp..
6. Sanksi administrasi b,erupa kenaikan

Pajak Parkir (Fasal ".."Ferda Nomor 2 Tahun
2018):

Rp".

Kenaikan : 1O0 7o x Rp............(5)
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif
Rp..

8" Jumlah yang rnasih harus dibayar {5+6)-7 Rp..
Dengan huruf :

Tarniang Layang,
Kepala BAPBNDA Kabupaten Barito Tirnur

Kepatrra Bidang Fajak Daerah,

NIP

sffit{*A



C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan pdak Daerah Nihitr tSKpDN)

KOP DIIT,A,S

SURAT I(ETETAPAN PAJAI( DATR.AII I{IIilL

Nomor :

Tanggal :

II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten tsarito Tirnur Nornor 2 Tahun 2018
tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atata berdasarkan keterangan lain
mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Parkir terhadap :

Nama Usaha
Alamat
Narna Pemilik
Alamat

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang rnasih harus dibayar adalah
sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan P4jak Parkir Rp.".

2. Pajak Parkir yang terutang : 25Y" x Rp... .(1) Rp...

3. Kredit Pqjak

a. kompensasi kelebihan periode sebetrumnya
b. setonan yaf,rg dilakukan
c. lain-lain
d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)

Rp.
Rp.
Rp.

Rp...

4. Jurnlah kurang (lebih) pembayaran pokok peiak
(2)- (3d)

Rp...

Dengan huruf :

Tamiang Layang,
Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur

Kepala Eidang Pajak Daenah,

ffiem*ffiQ&tr



D. Bentuk dan Isi Surat Tagihan pqiak Daerah {STPD}

KOP DIITAS

SURAT TAGIIIAIIT PA..IAI( DATRAH

Kepada
Yth:........

Nomor : 'di.'""'"'
Tanggal : Tanggatr jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Katrupaten Earito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak
Parkir terhadap
Nama Usaha
Alamat
Nama Pemilik
Alamat

II. Dari Pemeriksaan tersetrut di atas, jurnlatr yang masile trarus d"ibayar adalah sebagai
berikut:

1" Pokok pajak yang harus dibayar Rp..

2. Telah Dibayar tanggal . Rp..

3. Pengurangal Rp..

4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) Rp.".

5. Kurang Dibayar (1-a) Rp..
6 Sonlrqi arlrniniafrqci trrrncrq trenrnq fPqeol lllprr{a ]\Tnmnr D Rp..

Tahun 2018)
Bunga : .........bu"lan X zYoX Rp............(5)

7, Jum1ah yang harus dibayar (5+6) Rp...

Dengan Huruf :

Tami^ang Layang,
Kepala EAPENDA Kabupaten Barito Tirnur

Kepala Eidang Pajak Daerah,

NIP

BUPATI BA,RIT'CI TIIVIUR,



Menimbang

Mengingat

Memperhatikarr

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V
PERATURAfr BUPATI BARITO TIMUR,
NOMOR >1 TAHUN zALg
TTNTAI{G TATA CARA PEMTIIiIGUTAN
PAJAK PARKIR

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan pajak parkir

(Kop Bupati)

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PARKIR YANG TERUTANG
Bupati Barito Timur,

a, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan
pengurangan Pajak Parkir Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Pajak Parkir yang
terutartg;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Barito Timur tentang . ... . .. .. .. . . ;

1. Peraturan Daerah Kabupaten BaritoTimur Nomor2 Tahun 2O18 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2018 nomor 2);

2" Peraturan Bupati Barito Timur Nomor ".....tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Parkir;
Surat permohonan pengurangan P4jaJ< Parkir atas nama tanggal
......, yang diterima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Barito Timur pada tanggal

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN BUPAN BARITO TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK PARKIRYANG
TERUTANG,

Mengabulkan/ Menolak *)

kepadaWajib Pajak:
NamaWqlib Pajak
Aiamat Wqiib Pajak
Nama Usaha
Alamat Usaha
Besarnya Pengurangan

permohonan pengurangan Pajak Parkir yang terutang

Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sehagaimana dimaksud
Kesatu Pqiak Parkir yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut

pada Diktum

P4iak Parkir yang terutang :

Besarnya Pengurangal (...".o/" x Rp .....)
Jumlah P4jak ParkirYang Seharusnya Dibayar
(...............................)
Keputusan Bupati Barito Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Padatanggal :

BUPATI BARITO TIMUR,

BUPATI BA,RITO TIMUR,



LAMPIRAI{ VI
PERATURAN BUPATI BARITO TIMI'R
IroMoR 24 TAHUII ZOtg
TENTANG TATA CARA PEMUMGUTAIII
PAJAK PARKIR.

PEMERINTATI KABUP ATEN BARITO TTftdUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Fos 73611 Tarniang Layang

Tamiang Layang,
Kepada:

Yth

di Tempat

SURAT TEGT]RAN
LINTUK MENYAMPAIKAN SPTPD

Nomor: .....

I

Nama Wajib Pajak
NPWPD
Alamat V/ajib Paiak

Nama Usaha
Alamat Usaha

Berdasarkan eatatan
keterangan/dokumen
yaitu:

kami ternyata sampai saat
Ke BADAN PENDAPATAN

ini Saudara belum menyampaikan SPTPD dan lampiran
DAERAH, PEMERINTA}I KABUPATEN BARITO TXMT]R

- SPTPD dan dataPendukung periode

- Jenis Pajak
- Keterangan

Maka dengan ini kami minta agar Saudara segera menyampaikan SPTPD dan lampiran keterangan/dokumen
pendukung paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima.

Apabila Surat Teguran ini tidak juga saudara indahkaq maka kami akan melakukan Penetapan Atas Objek Fajak
yang saudara miliki secara Jabatan dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pajak Dan Bungq yang
akan merugikan Saudara Sendiri.

Untuk menjadi perhatian Saudarq agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Tamiang Layang,

KEPAI.A. BADAN PENDAFATAN DAER.AH

BUPAT'I BARITO T'IMUR



LAMPIRATI VII
PERATURAI{ B{IPATI BAR,ITO TIMUR
IIOMOR Y TAHUI{ 2019
TENTANG TATA CAR"A
PEMUNGUTAIT PAI.TAK PARI$R,

(T

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIN,{UI(
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. EaruhRintisDAMtsuya
Kode Pos 73611 Tamiang Layang

qeDn
(suRAT SETORAI.I PdrAK DAXRAH)

Tahun ..-....-.-....

Nama :

Alamat :

Nama Usaha .

NPW?D : ....
Menvetorberdasarkan 'ffisKPD ffisrru ffiSKPDKBT

WSKPDT ffiSpTpD ffiSKKeberatan
ffisKpDKB ffisrpembetutan ffir,uin-tutn

DokumenPenetapan : ....
MasaPajak : .... Tahun : .......
CaraPembayaran : ffiTunai ffiBank
Bank Penerima Setoran : BPK Cabang Tamiarg Layang (sp2D) , No. Rek : 0202-001-538-1

Uraian :

Dengan rincian penerimaan setoran sebagai berikut :

No. Kode Rekening Jenis Pajak Nilai (Rp)

I 4.1.1.07.01.01 Pajak Parkir

Jumlah

Terbilang :

Ruang untuk Teraan
Kas Register/Tanda Tangan
Petugas Penerima

Diterima Oleh Tamiang Layang,

Penyetor

NIP.

BUPATI BARITO TIMUR



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPA?I BARITO TIMUR
NOMOR 24 TAHUrtr 2019
TENTANG TATA CARA PEMUIIGUTAN
PA.IAK PARKIR

Eentuk dan Forrnat Surat Paksa

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADA}I PENIDAPATAF{ DAER,AH

Jl. Baruh Rintis DAM Buya
Kode Pos 57361 1

1-

SURAT PAKSA
Nomor : ...........1.........../BAPENDA/

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIM{JR

Nama Wajib Pajak :

NPWPD :l---l l-T-l-l I -T.T T-f fT l f ]I
Alamat :

Jumlah Rp . . .. ..

l. Mernerintahkan Wajib Fajak/ Penanggung Pajak untuk membayar.Iurnalah Tunggakan Fajak

tersebut ke BKP Badan Pendapatan Daerah atau Bank Pembangunan Daerah, ditambah

dengan biaya Penagihan dalam waktu 24 jarn setelah pemeberitaieuan surat paksa ini.

2. Meinerintahkan kepada juru sita yang rnelaksanakan Surat Paksa ini atau juru sita yang lain

yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan penyitaan

atas barang - barang milik wajib pajak/penanggung paJak, apabila dalam waktu 2X24 jarrr

surat paksa ini tidak dipenuhi.

,/f^.

PERHATIAN

PAJAK I{ARUS DILI.INASI DALAM WAKTU
2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT
PAKSA INI. SESTIDAH BATAS WAKTU ITU
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DILANruTKAN DENGAN PENYITAAN

11UUNo, 19Tahun 1997

Tahun

KEP,{I-A BADAN PENDAPATAN

DAERAI{

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini

Jenis Pajak/
Retribusi

Tahun Nornor &. Tanggal SKPD, SKPDT,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD,
SKRDT, STRD, SK Keberatan, SK
Pembetulan. SK Putusan Bandins

Jumaiah Tunggakan
Pajak
(RP)

sHkt{}A



Pada hari ini ,.............. tanggal bulan tahrm Atas permilrtaan

Kepala Badan Pendapatan Daerah ....... yang beralarnat di Jl. .................... Saya juru

Yang beralarnat di Jl.sita Pajak Daerah Pada Badan Fendapatan Daeralr

MEMBERITAHT]KAN DENGAN RESMI

Kepada saudara

Bertempat tinggai di ............. tserkedudukan

sebagai Surat Paksa disebaliknya ini tertanggal dan saya, Juru

Sita Daerah, berdasarkan kekilatan Surat Paksa tersebut rnemenuhi Isi Surat Paksa, dan oleh

karena itu harus menyetor di BKP Dipenda atau BANK Pembangunan Daerah sebanyak Rp.

Denga tidak rnengurangi kewajitran untuk membayar biaya-biaya

penagihan ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak rnembayar dalam waktu yang ditentukan,

maka harta bendanya baik yang berupa barang yang bergerak rnaupun barang-barang yang tidalc

bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan unilrk rnembayar

Hutang Pajak, Denda, tsunga dan biaya - biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan

ini.

Surat Paksa ini dapat dilarijutkan dengan tindakan PENYANDERAAN

Saya Juru Sita Pajak, telah menyerahkan salinan surat Paksa ini kepada wajib pajak/

Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tingg*U kedudukan CIrang pribad# badan yang

menanggung pajak.

Penyerahan salinan surat Faksa ini dilakuhan kepada

Bertempat tinggal di

disebabkan

r"'

BiayaPelaksanaan Swat Paksa sebagai berikut

1. Biaya Harian Juru Sita Rp. ...........

Z.Biaya Ferjalanan

3. Jumlah

Rp. .

Rp.

Yang menerima Salinan Surat Paksa Juru Sita Paiak Daerah

()
Jabatan : ...................... Ni.P

\.....'....'............"/

:................

BUPATI BARITO TIMUR,

{Afiliinliijii}i ;


